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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh FMIPA UHO masih jauh dari kata sempurna,
karena masa kini masyarakat semakin kritis seiring dengan kemajuan teknologi. Media sosial
yang semakin berperan penting didalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor
pengontrol pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Seringnya masyarakat mengkritisi
layanan pemerintah melalui media sosial mau tidak mau harus disikapi pemerintah dengan
cermat. Dengan melalui media sosial masyarakat berusaha untuk mengontrol, mengawasi
jalannya pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang melayani. Untuk itu pelayanan
publik yang dihadirkan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang
tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh FMIPA UHO dalam perbaikan pelayanan
publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kepada pengguna layanan.
Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda,
maka Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat menggunakan metode dan teknik survei
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut FMIPA UHO
melaksanakan survei IPK dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani.

2. Dasar Pelaksanaan Survey Indek Persepsi Korupsi
Landasan hukum dalam penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah

sebagai berikut



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada
FMIPA UHO ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah
tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi

dan wilayah birokrasi bersih melayani.



BAB II

PENGUMPULAN DATA SPK

1. Pelaksanaan SPK
Survei Persepsi anti Korupsi (SPK) terhadap layanan pada FMIPA UHO diberikan kepada
pengguna layanan dalam bentuk e-kuesioner (link). Pemilihan e-kuesioner dilakukan
dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. E-kuesioner tersebut dapat diakses oleh
pengguna layanan dengan mudah. Adapun linknya adalah :

https://forms.gle/fiffE51b&cz50] VP6

2. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk melakukan  survei  persepsi korupsi

menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala
Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner
(angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei.
Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka
terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.
Unsur survei persepsi korupsi terdiri dari 10 indikator yaitu :
a. Manipulasi Peraturan
b. Penyalahgunaan Jabatan
c. Menjual Pengaruh
d. Transaksi Biaya
e. Biaya Tambahan
f. Hadiah

g. Transparansi Biaya


https://forms.gle/fiffE51b8cz5ojVP6

h. Percaloan
i. Perbuatan Curang
j. KKN
3. Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada Unit Layanan Terpadu FMIPA UHO
yang pernah mendapatkan/menggunakan layanan. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri
secara daring oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan
aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan
4. Waktu Pelaksanaan SPK
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu tertentu yaitu setiap tiga
bulan. Survei saat ini dilakukan mulai tgl 1 juni s.d 30 september 2023. Tahapan dalam
pelaksanaan survei adalah :
1. Persiapan;
2. Pengumpulan data;
3. Pengohan data dan analisis data;
4. Penyusunan dan Pelaporan hasil.
5. Penentuan Jumlah Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di
FMIPA UHO. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.
Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa

saja yang secara kebetulan mengisi link survei dapat digunakan sebagai sampel



BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SPK

1. Jumlah Responden SPK

Berdasarkan hasil survei banyaknya responden yang mengisi link kuesioner
diperiode ini sebanyak 257 orang. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

1 | GENDER LAKI-LAKI 82 | 31919
PEREMPUAN 175 | 68.09%
2 | PENDIDIKAN | SMA 6 233%
D/III 5 1.95%
S1 236 | 9183%
S2 10 3.89%

2. Indeks Persepsi Korupsi
Nilai survei Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan menggunakan ‘“nilai rata-rata
tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei indeks persepsi
korupsi terhadap 10 unsur yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang

sama dengan rumus sebagai :

Jumlah Bobot 1 N
Jumlah Unsur X

Bobot Nilai Rata — Rata Tertimbang =

N : Bobot Nilai per unsur
Setelah diperoleh nilai bobot rata-rata tertimbang pada setiap indikator, maka tahap
selanjutnya adalah pengukuran indeks. Metode yang digunakan pada pengukuran indeks
adalah nilai rata-rata tertimbang masing-masing indikator pelayanan sebagai berikut :

Total dari nilai persepsi pertanyaan . )
Indeks = x Nilai Penimbang

Total unsur yang terisi




Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPK yaitu antara 25-100 maka hasil

penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :
Nilai Konversi Indeks = Hasil Indeks x 25

Selanjutnya kategorisasi mutu pelayanan di FMIPA UHO ditentukan sebagai berikut :

Table 2. Nilai Persepsi

Nilai Nilai Interval | Nilai interval Mutu Kinerja
Persepsi Indeks Konversi Pelayanan
1 1,00 - 1,75 25,00 — 43,75 D Tidak bersih dari korupsi
2 1,76 — 2,50 44,00 — 62,50 C Kurang bersih dari korupsi
3 2,51 -3,25 62,75 - 81,25 B Cukup Bersih dari korupsi
4 3,26 — 4,00 81,50 — 100,00 A Bersih dari korupsi

Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi di FMIPA UHO dan hasil analisis data
yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsoi (IPK) pada
FMIPA sebesar 95,50 berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada interval 81,50s/d
100.

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis
selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap ke sepuluh ruang lingkup
tersebut.

Tabel 3. Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Indikator Pengukuran Indeks Persepsi

Korupsi di FMIPA UHO
No Ruang Lingkup Ratsei(-(l)lrata Kategori Peringkat
1 Manipulasi Peraturan 3,68 Bersih dari Korupsi 10
2 Penyalahgunaan Jabatan 3,79 Bersih dari Korupsi 8
3 Menjual Pengaruh 3,82 Bersih dari Korupsi 7
4 Transaksi Biaya 3,83 Bersih dari Korupsi 6
5 Biaya Tambahan 3,84 Bersih dari Korupsi 5




6 Hadiah 3,88 Bersih dari Korupsi
7 Transparansi Biaya 3,73 Bersih dari Korupsi
8 Percaloan 3,85 Bersih dari Korupsi
9 Perbuatan Curang 3,87 Bersih dari Korupsi
10 | KKN Bersih dari Korupsi

3,85




BAB IV

ANALISIS HASIL SPK

1. Analisis Permasahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data SPK menunjukkan bahwa semua unsur telah
memberikan nilai yang baik yaitu bersih dari korupsi. Namun demikian dari 10 unsur
tersebut dapat diuraikan tiga unsur yang mendapatkan nilai terendah yaitu manupulasi
peraturan dengan nilai 3,68 lalu unsur transparansi biaya memberikan nilai 3,73 dan unsur
penyalahgunaan jabatan dengan nilai 3,79. Disamping itu juga terdapat tiga unsur yang
memberikan nilai tinggi yaitu unsur hadia dengan nilai 3,88, selanjutnya unsur perbuatan
curang memberikan nilai 3,87 dan unsur percaloan dengan nilai 3,85

Selanjutnya rata-rata nilai IPK per unsur layanan dapat di lihat pada diagram beriku :

Rata Rata Skor IPK




2. Rencana Tindak Lanjut
Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi, FMIPA UHO memperoleh hasil A atau bersih
dari korupsi. Perolehan ini perlu dipertahankan dengan melakukan sosialisasi terkait anti
korupsi, anti pungli, anti gratifikasi dan pengawasan yang berkelanjutan sehingga senantiasa
memperoleh kepercayaan masyarakat. Tindak lanjut pada unsur manipulasi aturan yang
memperoleh nilai terkecil adalah:
1. Menginformasikan persyaratan dan prosedur yang harus dilengkapi dan dilewati secara
lebih terbuka kepada Pengguna Layanan melalui media sosial atau website FMIPA.
2. Memperbaiki prosedur yang mungkin masih berbelit dan membingungkan Pengguna
Layanan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Tren Nilai SPK
Untuk membandingkan indeks persepsi korupsi secara berkala atau melihat perubahan
tingkat persepsi korupsi diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil
analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi persepsi korupsi terhadap layanan
yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan serta melihat kecenderungan
(tren) kualitas pelayanan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti

gratifikasi.



Tren tingkat persepsi Korupsi di FMIPA dapat dilihat melalui grafik berikut:

NILAI SPK FMIPA
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BAB IV
KESIMPULAN

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh FMIPA diperoleh
informasi bahwa FMIPA UHO memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,82 atau masuk pada

kategori bersih dari korupsi.



LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran 1.

Pertanyaan Kuesioner

Q Tell me what you want to do

—— L Find ~
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L,ac eplace
T Normal | No Spacing Heading1 Heading 2 Title Subtitle |- N Select »
Styles Mu Editing
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KUESIONER :

Pertanyaan: An
Bagaiamana Pendapaf BapakThuw/Sandara (D | Selalu, Jarang Sering | Tidak
Ada

(0] @) 3) ) ()]

1. | Pelayanan oleh petugas. tidak sesual prosedur, dan 1 2 3 4
keteatuan, yang berlaku seda dipersulit untuk
maksnd terfenty?

(Manipulasi Peraturan)

2. Dalam memperoleh layanan FMIPA UHO secara 1 2 3 4
cepat dan mudah, disegai dengan adanya
penawaran, dari, pefugas unfuk meminfa imbalan

(Penyalahgunaan Jahatan)
3. | Perpabkah ditwbungi oleh seseorang. (kamvawan 1 2 3 4
Fakultas MIPA UHO) yang akan membautn dalam,
pengumsan suatberkas perkara?

(AMenjual Pengaruh)

4. | Perpahkah  dipersulit  dalam  mendaparkan 1 2 3 4
informasi entang tarifbiaya baik melalwi website
ataupun. petugas. layanan?

(Transaksi Biaya)

5. | Apakab diminta unuk membayar idak sesuat tand 1 2 3 4
sy atan ada biava tambaban?
(Biaya Tambahan)

6. | Apakah dumunta memberkan tanda terma kasiy 1 2 3 4
atas, layanan yang diferima (meskipun, tidak
dimunta)?

(Hadiah)

7. | Tidak IHENETima buki Transaksi 1 2 3 4
k@um;mbmau vang sab  seielah

pengumsan layanap di Fakultas MIPA UHO?
(Bercaloan)

9. | Bemah melibat daniatay mendensar masih terjadi 1 2 3 4
prakiek KKN di Fakultas MIPA UHO?
mgnrﬂnﬂ

10. | Prosedur pelavanan vang difgfapkan fidak 1 2 3 4
memadai dan berpotensi menimbulkan korupsi

kohsi dan nenotisme




Lampiran 2.

Pengolahan Survei Persepsi Korupsi

u10

us

us

u7

U6

us

u4

u3

u2

ul

No Resp

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32

33

34
35

36
37

38
39
40




41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

56
57

58
59
60
61

62

63

64
65

66

67

68
69
70
71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81

82

83

84
85




86

87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130




131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175




176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220




3,82

994 | 990

990

958

996

988

985

983

975

947

3,6813,79|382|383|384|388)3,73|3,85]|3,87|3,85

0,37)0,38|038|0,38|0,38|0,39|0,37(0,39|0,39 | 0,39

95,5

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234
235

236
237

238
239

240
241
242
243

244
245

246
247

248
249

250
251
252
253

254
255

256
257

Jumlah

Nilai NRR
per RL

NRR
Tertimbang

IPK Unit
Layanan







